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P  E  N  E  T  A  P  A  N

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata  Permohonan  pada  peradilan  tingkat  pertama  telah  memberikan

penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

1. SUKARJI,  Tempat/tanggal  lahir  NGANJUK  ;  22  OKTOBER

1992,  Umur  32  tahun,  NIK  3518112210920001,  Agama  Islam,

Pendidikan SLTP  SEDERAJAT,  Pekerjaan WIRASWASTA,  Tempat

kediaman di DS. GAMBIREJO  RT 002 RW 004 DESA WARUJAYENG

KECAMATAN  TANJUNGANOM  KABUPATEN  NGANJUK,  domisili

elektronik  Email  :  maratusdiah5@gmail.com.,  selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon I; 

2. LILIK MARYATI,  Tempat/tanggal  lahir  PACITAN,  12;JANUARI

1988,  Umur  36  tahun,  NIK  3501115201880002,  Agama  Islam,

Pendidikan TAMAT SD/SEDERAJAT, Pekerjaan MENGURUS RUMAH

TANGGA,  Tempat  kediaman di  DS.  GAMBIREJO  RT 002  RW 004

DESA WARUJAYENG  KECAMATAN  TANJUNGANOM  KABUPATEN

NGANJUK,  domisili  elektronik  Email  :  maratusdiah5@gmail.com.,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam  hal  ini  keduanya  menghadap  sendiri  di  persidangan  dan  tidak

didampingi  oleh  kuasa  hukum  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Para

Pemohon; 

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah  membaca  surat-surat  dalam  berkas  permohonan  yang

bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat  dan  mendengar keterangan  saksi-saksi

di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa para  Pemohon dengan  surat  permohonannya

tanggal  09  Juli  2024  yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor

83/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah  mengajukan  permohonan  dengan  alasan

sebagai berikut:
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1. Bahwa  kurang  lebih  pada  tahun  2021 Pemohon  atas  nama

Sukarji  pernah  menjalin  hubungan dengan seorang perempuan  atas

nama Lilik  Maryati

2. Bahwa  selama  dalam  menjalin  hubungan  tersebut Para

Pemohon telah dikaruniai  1 (satu) orang anak, yaitu  bernama:  Reva

Lina Putri. Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 19  Agustus 2018.

Umur sekarang 6 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3518-LT-

27062024-0038

3. Bahwa setelah kelahiran anak bernama Reva Lina Putri, Para

Pemohon baru melangsungkan perkawinan sah dengan istri pemohon

Lilik Maryati pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana yang tercatat

pada  Kantor  Urusan  Agama  Tanjunganom sesuai  Kutipan  Akta

Perkawinan Nomor 0025/29/I/2021.

4. Bahwa anak Pemohon II(Lilik Maryati) bernama Reva Lina Putri

lahir sebelum pemohon dan Yayuk melangsungkan perkawinan secara

sah menurut Undang-Undang yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon II(Lilik Maryati) bernama Reva Lina Putri

telah mempunyai akta kelahiran sebagai tanda kelahiran, namun oleh

karena diluar perkawinan yang sah maka tertulis pada akta kelahiran

kesatu lahir dari seorang ibu Lilik Maryati.

6.  Bahwa  tujuan Para Pemohon  mengajukan  penetapan

pengesahan anak ke Pengadilan adalah demi  masa depan anak itu

sendiri dan kelak dikemudian hari agar lebih baik.

7. Bahwa untuk melindungi  hak-hak dan kepastian hukum bagi

anak  tersebut  kelak  maka  Pemohon  mengajukan  permohonan

penetapan pengakuan anak ini ke Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga

mendapatkan kepastian 

Dari  uraian  tersebut  diatas  maka  Para  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Negeri  Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak

lama lagi berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya

memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima  dan  mengabulkan  Permohonan  Para  Pemohon

seluruhnya.

2. Menyatakan  sah Pengakuan  anak  dilakukan  oleh  Pemohon

(Sukarji) dari  seorang  Ibu  Lilik  Maryati terhadap  seorang  anak

perempuan bernama  Reva Lina Putri.  Perempuan,  lahir  di  Nganjuk
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pada  tanggal  19 Agustus  2018,  Umur  sekarang  6  tahun,  sesuai

dengan Akta Kelahiran nomor 3518-LT-27062024-0038 adalah sah.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan

resmi  dari  Penetapan ini  kepada Kantor  Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Nganjuk  dan  agar  selanjutnya  untuk

mencatat  nama  Pemohon (Sukarji)  dalam  akta  kelahiran  anak

tersebut.

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan

ini kepada Pemohon

Menimbang,  bahwa pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan, para

Pemohon  telah  datang  menghadap  di  persidangan dan  terhadap

Permohonannya para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap

pada Pemohonan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi

satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  menyatakan  tidak  lagi

mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon

yang pada pokoknya adalah mengenai pengakuan anak para Pemohon yang

bernama  Reva  Lina  Putri.  Perempuan,  lahir  di  Nganjuk  pada  tanggal  19

Agustus 2018 sebagai anak yang lahir dari pasangan suami istri  SUKARJI

dengan LILIK MARYATI;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

tersebut para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat

bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang  saksi, yaitu  1.  Saksi

EKO SUSANTO dan 2. Saksi SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat

P-6 yang mana telah  diperiksa di  persidangan sesuai  dengan surat-surat

aslinya dan terhadap semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai

secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti

tertulis

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok

permohonan  para  Pemohon,  maka  perlu  dipertimbangkan  apakah
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Pengadilan  Negeri  Nganjuk  berwenang  memeriksa  permohonan  yang

diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  surat bertanda P-1, P-2, P-5

diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di DS. GAMBIREJO

RT  002  RW  004  DESA WARUJAYENG,  KECAMATAN  TANJUNGANOM

KABUPATEN  NGANJUK Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  sebelum

memeriksa  dan  mempertimbangkan  permohonan  yang  diajukan  oleh

Pemohon a quo maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan

dari  Pemohon  a  quo  merupakan  kewenangan  (  Kompetensi)  Pengadilan

Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur

dalam ketentuan  Pasal  133  Hir  juncto  Pasal  134  Hir  yakni  kewenangan

(kompetensi) mengadili baik absolute maupun relative;

Menimbang,  bahwa  selain  dari  pada  aturan  hukum  mengenai

kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2009  Tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari

peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan

tersebut  satu  sama  lainnya  tidak  boleh  melanggar  kewenangannya  baik

secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang,  bahwa  setelah  diperiksa  dan  diteliti  dengan  cermat

maka  terhadap  permohonan  a  quo  masih  merupakan  kewenangan

(kompetensi)  dari  Pengadilan  Negeri,  karena  yang  dimohonkan  dalam

permohonan  a  quo  bukan  mengenai  pembagian  warisan  menurut  hukum

islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut

yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolute dari

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  karena  permohonan  a  quo  sudah  dinyatakan

sebagai  kewenangan  dari  Pengadilan  Negeri  maka  selanjutnya  akan

diperiksa  mengenai  formalitas  dari  permohonan  a  quo  apakah  telah

memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan voluntair) sendiri

telah  jelas  diatur  melalui  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  :  KMA/032/SK/IV/2006  tentang  Pemberlakuan  Buku  II
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Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Pengadilan  dan  mulai

berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang

Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I,  Buku II,  Buku III  dan Buku IV

Tentang Pengawasan dan mulai  berlaku sejak  ditetapkan pada tanggal  5

Februari  2007;  Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

dalam Buku II  Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi  Pengadilan

Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik

Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan Voluntair)

haruslah  memenuhi  persyaratan  agar  dapat  diterima/  dikabulkan,  adapun

bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah : 

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu

benda benda bergerak maupun tidak bergerak;

2. Permohonan  untuk  menetapkan  status  keahliwarisan

seseorang; 

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah

akta adalah sah

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan

a quo tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam

ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai  ketentuan yang diatur dalam

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut

memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh

Pengadilan yang dalam permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri dan

sebagaimana  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1),(2)  Undang-Undang  Republik

Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  maka

Pengadilan  akan  memeriksa,  mengadili  dan  membantu  pencari  keadilan

sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari

itu  permohonan  a  quo  memiliki  dasar  hukum  untuk  diperiksa,

dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri  tersebut

akan  mempertimbangkan  apakah  permohonan  dari  Pemohon  tersebut

berdasarkan  hukum,  sehingga  patut  untuk  dapat  dikabulkan  atau  tidak

berdasarkan hukum sehingga patut  untuk dinyatakan tidak dapat  diterima

atau dinyatakan ditolak

Menimbang,  bahwa  dari  surat-surat  bukti  dan  saksi-saksi  yang

diajukan  dipersidangan  dihubungan  dengan  keterangan  Pemohon  serta
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permohonan para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang

Perubahan Atas Undang-Undang bahwa: “Peristiwa Penting adalah kejadian

yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,  lahir  mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak,  pengangkatan anak,  perubahan

nama dan perubahan status kewarganegaraan.”; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  56  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang

Administrasi  Kependudukan,  disebutkan  bahwa:  “Pencatatan  Peristiwa

Penting  lainnya  dilakukan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  atas  permintaan

Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri

yang telah berkekuatan hukum tetap.”; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

disebutkan bahwa;

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi

Pelaksana  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  surat

pengakuan  anak  oleh  ayah  dan  disetujui  oleh  ibu  dari  anak  yang

bersangkutan;

2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya

telah melangsungkan perkawinan sah menurut  hukum agama, tetapi

belum sah menurut hukum negara;

3. Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak

dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  49  Peraturan

Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: Pencatatan

pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

memenuhi persyaratan: 
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a. Surat  pernyataan  pengakuan  anak  dari  ayah  biologis  yang

disetujui  oleh  ibu  kandung  atau  penetapan  pengadilan  mengenai

pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing; 

b. Surat  keterangan  telah  terjadinya  perkawinan  dari  pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c. Kutipan akta kelahiran anak; 

d. KK ayah atau ibu; 

e. KTP-el; atau 

f.Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah,  apabila dilakukan menurut  hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu;

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangan  mengenai

pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-

saksi  maka  dapat  dibuktikan  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  sebagai

berikut:

- Bahwa  benar  pada  tahun  2021  para  Pemohon  menjalin  hubungan

pacaran dan dikarunia anak yang bernama Reva Lina Putri Jenis Kelamin

Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 19  Agustus 2018;

- Bahwa  benar  para  saksi  dipersidangan  mengetahui  para  pemohon

menjalin  hubungan  tidak  berdasarkan  perkawinan  secara  agama  (siri)

akan tetapi kumpul kebo;

- Bahwa para  Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah pada 21

Januari  2021  sebagaimana  yang  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Tanjunganom sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0025/29/I/2021;

- Bahwa anak Perempuan yang bernama Reva Lina Putri Jenis Kelamin

Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 19  Agustus 2018 yang telah

mempunyai Kutipan Akta Kelahiran  Nomor 0025/29/I/2021  menerangkan

Reva  Lina  Putri Anak  Kesatu  perempuan  dari  Ibu  Lilik  Maryati

sebagaimana bukti surat P-3;
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- Bahwa  Reva  Lina  Putri  Jenis  Kelamin  Perempuan,  lahir  di  Nganjuk

pada  tanggal  19  Agustus  2018 adalah  anak  kesatu  perempuan  diluar

Perkawinan  yang  telah  dicatatkan  dalam Kartu  Keluarga  sebagaimana

bukti P-5 yang menerangkan dalam status hubungan dalam keluarga yaitu

anak dari orang tua Ibu Lilik Maryati; 

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk ditetapkan agar Reva

Lina Putri  Jenis Kelamin Perempuan, lahir  di  Nganjuk pada tanggal 19

Agustus 2018 adalah anak kandung dari para Pemohon maka dari itu para

Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

- Bahwa benar dipersidangan tidak diajukan bukti surat atau hal-hal yang

lain berhubungan dengan Surat keterangan telah terjadinya perkawinan

dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak

yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak yang lahir

di luar perkawinan. Lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah

menguji materi muatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan,  yang  merubah  ketentuan  Pasal  tersebut  yang

semula  berbunyi:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

 Bahwa untuk selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  harus  dimaknai  menjadi:  “Anak  yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan

perdata dengan keluarga ayahnya”;

Bahwa  Pasal  284  Kitab Undang-undang Hukum Perdata  yang

menerangkan “Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama

ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang

disamakan  dengan  golongan  itu,  bila  ibu  tidak  menyetujui  pengakuan

itu”maka aturan ini  menerangkan  untuk  mendapatkan  hubungan  perdata

yang  baru,  seorang  ayah  dapat  melakukan  Pengakuan  Anak.  Namun

bagaimanapun,  pengakuan  anak  hanya  dapat  dilakukan  dengan

persetujuan ibu
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Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor

23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi

Kependudukan,  antara  lain  disebutkan  bahwa:  “Negara  Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya

berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

status pribadi  dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia.” Pengakuan status

hukum pada peristiwa penting yang dimaksud dalam hal ini salah satunya

adalah pencatatan pengakuan anak;

Menimbang,  bahwa  Jika  dalam perkawinan telah  lahir  anak-anak,

maka  dapat  diikuti  dengan  pengakuan  anak.  Yakni  pengakuan  yang

dilakukan  oleh  bapak  atas  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan yang  sah

menurut  hukum.  Pada dasarnya,  pengakuan  anak  dapat  –dilakukan  baik

oleh ibu maupun bapak. berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak

yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai  hubungan perdata dengan

ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru seorang

ayah  dapat  melakukan  Pengakuan  Anak.  Namun  bagaimanapun,

pengakuan  anak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  persetujuan  ibu,

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  284  Kitab  Undang-undang  Hukum

Perdata;

Menimbang, bahwa dari  uraian pertimbangan hukum diatas, maka

Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada Petitum angka

2 (dua) adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan tidak

memenuhi syarat-syarat pengakuan anak sebagaimana aturan-aturan dalam

pertimbangan  hukum  diatas  sehingga  permohonan  para  Pemohon  harus

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  para  Pemohon

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan perkara ini

bersifat permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini,

dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon; 

Memperhatikan  Undang-Undang  Republik  Nomor  48  Tahun  2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.  Undang-Undang  Republik  Nomor 49

Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Republik

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16 Tahun 2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Nomor

23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  Jo.  Undang-Undang

Republik  Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,

Peraturan Presiden Nomor  96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal dalam HIR

dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; 

2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum pada hari  Kamis, tanggal 01 Agustus 2024  oleh Mohammad

Hasanuddin  Hefni,  S.H.,  M.H.,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Nganjuk,  Siti

Asmaul  Husna,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti  pada Pengadilan

Negeri  Nganjuk  dihadiri  oleh  para  Pemohon  dan  telah  dikirim  secara

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;        

                                                                             Hakim,

       

                                                     Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.

Perincian biaya  :

1. Pendaftaran.................Rp.    30.000,-

2. ATK …….....................Rp.     75.000,-

3. PNBP ………...............Rp.    10.000,-
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4. Penggandaan…………Rp.    15.000,-

5. Materai ........................Rp.    10.000,-

6. Redaksi .......................Rp.    10.000,- +  

J u m l a h ........................Rp.  150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
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